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PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional 

Penata Kanselerai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar 

Negeri tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata 

Kanselerai; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang 

Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 

6. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang 

Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 100); 

7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 

SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar 

Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri 

Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/I Tahun 2004 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik 

Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265); 

8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara 

Tahun 2018 Nomor 336); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
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menduduki jabatan pemerintahan.  

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan 

manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan 

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, 

dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan 

kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang 

milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di 

Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia untuk 

mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. 

6. Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya 

disebut Penata Kanselerai adalah PNS yang diberikan 

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 

melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi 

penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, 

dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan 

Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung 

kegiatan diplomatik dan konsuler. 

7. Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataan 

keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan 

kepegawaian di Kementerian dan Perwakilan Republik 

Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan 

konsuler. 

8. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan 

yang selanjutnya disebut BPKRT dan/atau Penata 
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Keuangan dan Kerumahtanggaan Perwakilan yang 

selanjutnya disebut PKKRT adalah PNS di lingkungan 

Kementerian yang telah mengikuti dan lulus pendidikan 

dan pelatihan khusus sebagai bendaharawan dan penata 

kerumahtanggaan perwakilan dengan status sebagai staf 

Non Penata Kanselerai. 

9. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan 

belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

10. Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS 

yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat 

pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian 

kewenangan. 

11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang 

harus dicapai oleh Penata Kanselerai untuk pembinaan 

karier yang bersangkutan. 

12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka 

Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Kanselerai 

sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 

13. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penata Kanselerai 

yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang 

dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang 

dan bertugas untuk menilai kinerja Penata Kanselerai. 

14. Tim Penilai Pusat adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat 

Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian 

untuk membantu dalam menetapkan Penetapan Angka 

Kredit bagi Penata Kanselerai Madya di lingkungan 

Kementerian dan Perwakilan Republik Indonesia. 

15. Tim Penilai Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi 

pembinaan Jabatan Fungsional untuk membantu dalam 

menetapkan Penetapan Angka Kredit bagi Penata 

Kanselerai Pertama dan Penata Kanselerai Muda di 

lingkungan Kementerian dan Perwakilan Republik 

Indonesia. 
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16. Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 

yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang 

berisi jumlah Angka Kredit setiap kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh Penata Kanselerai dan disusun oleh 

Penata Kanselerai yang bersangkutan untuk diusulkan 

kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka 

Kredit melalui Pejabat yang Berwenang Mengajukan 

Usulan Penetapan Angka Kredit dengan format sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

17. Keputusan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya 

disebut PAK adalah surat keputusan yang berisi 

penetapan jumlah Angka Kredit terhadap kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan Penata Kanselerai dan 

ditandatangani Pejabat yang Berwenang Menetapkan 

Angka Kredit dengan format sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

18. Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disebut 

HAPAK adalah formulir yang berisi keterangan 

perorangan Penata Kanselerai dan satuan nilai dari hasil 

penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh Penata 

Kanselerai, namun belum memenuhi syarat untuk 

kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 

19. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.  

20. Pengembangan Profesi adalah kegiatan pengembangan 

diri Penata Kanselerai melalui pengamalan ilmu 

pengetahuan, teknologi, keterampilan peningkatan mutu, 

dan profesionalisme agar menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat bagi pengelolaan Kekanseleraian. 

21. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok 

pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang 

disusun oleh Penata Kanselerai baik perorangan atau 

kelompok di bidang Kekanseleraian. 

22. Penugasan Khusus Penata Kanselerai adalah penugasan 

Penata Kanselerai untuk melaksanakan tugas di bidang 

Kekanseleraian secara khusus di tempat tertentu dalam 


